
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2OT4

TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA, KONDISI KERJA

DAN KELANGKAAN PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. b-ahwa berdasarkan pasal 63 ayat (2) peraturan pemerintah
Nomor s8 fahun 2005 tentang pengelolaan x.r"rgr,
Daerah dan pasal 39 ayat (u peraturan Menteri Daram
Negeri Nomor s9 Tahun 2oor tentang trerubahan atas
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor r.3 tentang pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2ol1 Tentang perubahan Kedua Atas peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah Daerah dapat
memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai Negerisipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif
dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;

b. bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (g) peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2ooz tentang perubahan
atas Peratrrran Menteri dalam Negeri Nomor 13 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2orl Tentang perubahan Kedua Atas peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

- Pedoman Pengelolaan Kerrangan Daerah, kriteria pemberian
tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, perlu menetapkan peraturan Bupati
tentang Pemberian Tambahan penghasilan Berdasarkan
Beban kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi Bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah Kabupaten
Bolaang MonSondgr Selatan Tahun Anggaran 2OL4;



Mengingat : 1.

2.

3.

4.

5.

undang-undang Nomor s2 Tahun 2oo4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oo4 Nomor 12s, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44srl sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomo r 12
Tahun 2oo8 tentang perubahan Kedua Atas Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200g
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aSaa);
Undang-Undang Nomor gO Tahun 2OOg tentang
Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow selatan di
Provinsi Sulawesi utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oos Nomor 103, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aST6\;
Peraturan Pemerintah Nomor sg rahun 2oos tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo5 Nomor L4o, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aSTg);
Perahrran Pemerintah Nomor sB tahun 2o1o tentang
Disiplin Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2olo Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 21 Tahun 2oll
Tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pedoman pengelolaan
Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow selatan
Nomor 8 Tahun 2ol1 tentang pokok-pokok pengelolaan
Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Nomor 19 Tahun 2013 tentang Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongond.ow selatan
Talrun Anggaran 2al4 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2OL4 Nomor lg,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
BEBAN KERJA, KONDISI KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN

6.

7.

Menetapkan :

ANGGARAN 2014.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan.

4. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang setelah memenuhi
syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang
undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang
berwenang yang digaji dan dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow selatan dan/atau mereka yang bekerja
(diperkerjakanldiperbantukan) yang terah melaksanakan
tugas sekurang-kurangnya 1 (satu) buran berdasarkan surat
Pernyataan Melaksanakan T\rgas (spMT) pada pemerintah
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Daerah
sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam
penyelenggaran pemerintahan daerah yang terdiri dari
sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, sekretariat Korpri,
Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah (Badan/Kantor),
Rumah Sakit Umum Daerah dan Kecamatan.

6. satuan Keda Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah
Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yflog
juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

7, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala satrran Kerja pengelola
Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala
SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

8. Bendahara umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adatah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai
bendahara umum daerah.

9. Kuasa Bendahara umum Daerah yang selanjutnya disingkat
Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian tugas BUD.

10. Kuasa Penandatangan surat Perintah pencairan Dana
(SP2D) adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana apabila
Kuasa BUD berhalangan.
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11. Administator dan operator SIMDA adalah pNS yang
mempunyai tugas melakukan penatausahaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah melalui sistem
Komputerisasi Informasi Manajemen Keuangan Daerah.

12. Tambahan penghasilan berdasarkan beban keda adalah
tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri
sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-
tugas yang dinilai melampaui beban keda normal atau batas
wakru normal.

13. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah
tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri
sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada
lingkungan kerja yang memiliki resiko ,i"**i.

14. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada
pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki
ketrampilan khusus dan langka.

BAB II
INDIKATOR KINERJA

Pasal 2

Indikator penilaian kinerja dalam pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban kerja, kondisi kerja dan
kelangkaan profesi terdiri dari:
1. Indikator penilaian komponen disiplin terdiri dari

a. Tingkat Kehadiran di Kantor;
b. Tingkat Kehadiran Apel pagi dan Sore;
c. Tingkat Kehadiran pada Acua/Kegiatan Kenegaraan,

Kegiatan Pemerintah Daerah, Kegiatan Keagamaan dan
Rapat-rapat di Tingkat Daerah; dan

2. Indikator penilaian komponen produktivitas kerja.

BAB III
PEGAWAI NEGERI SIPIL PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

BERDASARKAN BEBAN KERJA, KONDISI KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI
Pasal 3

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan
kepada :

a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten Sekretaris Daerah;
c. Kepala Badan Perencanaan dan pembangunan Daerah;

kepala Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah, Inspektur Daerah, dan Kepala Badan Kepegawaian
dan Diklat Daerah; *.L
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e.

d. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah, Kepala Bagran
Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah, Kepala Bagran
Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah;
Sekretaris pada Badan Perencanaan dan Pembangunan
Daerah, Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah, Sekretaris Inspektorat Daerah dan
Sekrtaris Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
Kepaia Bidang pada Badan Perencanaan dan Pembangunan
Daerah, Kepala Bidang pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah, Inspektur Pembantu Wilayah I,
Inspektr-rr Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah
m dan Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat
Daerah, Kepala Bidang pada Badan Kepegawaian dan Diklat
Daerah
Kepala Seksi/Sub Bagran pada Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah, Kepala Seksi/Sub Bagian pada Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala
Seksi/Sub Bagian pada Inspektorat Daerah dan Kepala Seksi
pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
Kepala Sub Bagian pada Bagian Umum Sekretariat Daerah,
Kepala Sub Bagian pada Bagran Tata Usaha Pimpinan dan
Kepala Sub Bagian pada Bagian Hukum dan Organisasi
Sekretariat Daerah;
Staf pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
Staf pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah, Staf pada Inspektorat Daerah dan Staf pada Badan
Kepegawaian dan Diklat Daerah;

j. Staf Bagian hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah, staf
pada Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah, dan
staf pada Bagian Umrrm Sekretariat Daerah;

1.

Bendahara Umum Daerah yang tidak menerima tambahan
penghasilan berdasarkan beban kerja, kondisi kerja dan
kelangkaan profesi pada jabatan struktural yang
didudukinya;
Krrasa Bendahara Umrrm Daerah yang tidak menerima
tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, kondisi
kerja dan kelangkaan profesi pada jabatan struktural yang
didudukinya;
Kuasa Penandatangan Surat Perintah Pencairan Dana;
Administrator dan Operator SIMDA, Operator Sismiop PBB
P2 dan operator agen konsolidator BPK yang tidak menerima
tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pada
jabatan struktural yang didudukinya;
Sekretaris Pribadi Bupati dan Wakil Bupati;
Staf Khusus Bupati (PNS);

Dokter umum dan Dokter Gigi pada Rumah Sakit Umum
Daerah;
Apoteker pada Rumah Sakit Umum Daerah;
Perawat dan Bidan Ot" Rumah Sakit Umum Daerah;

Ts

h.

k.

m.
n.

r.
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o.
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q.



u.

Penunjang Medis Gizi dan Kesehatan Lingkungan pada
Rumah Sakit Umum Daerah;
Tenaga Fungsional Kesehatan Lainrrya pada Rumah sakit
Umum Daerah; dan

v. Dokter Umum Puskesmas pada Dinas Kesehatan.

Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan
kepada :

a. Penata Rontgen pada Rumah Sakit Umum Daerah;
b. Penata Anastesi pada Rumah sakit Umum Daerah; dan
c. Penata Laboratorium pada Rumah sakit umum Daerah.
Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
diberikan kepada :

a. Dokter Spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah;

Pasal 4
Tunjangan Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi
Pegawai Negeri Sipil yang berstatus pindahan dari luar
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, hanya diberikan jika
yang bersangkutan telah melaksanakan tugas selama 1 bulan
penuh dibuktikan dengan surat pernyataan Melaksanakan
Tfigas, dan telah memenuhi kriteria yang diatur dalam
Peraturan ini.

BAB IV
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

Besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi
pegawai negeri sipil setiap bulannya tercantum dalam Lampiran
I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB V
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dibayarkan
setiap bulannya paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh)
bulan berikutnya.
Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja *ntuk
bulan Desember dibayarkan pada tanggal 2O Desember.
Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala Unit Kerja yang
bersangkutan melaporkan rekapitulasi hasil perhitungan
bobot nilai kinerja PNS 

S 
Unit kerjanya.

-*
I

(2)

(3)

(1)

(2\

(3)



(4) Bentuk format Daftar Rekapitulasi Nilai Kinerja pNS
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adatah seperti termuat
pada Larnpiran III pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PERHITUNGAN PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

BERDASARKAN BEBAN KER.IA
Pasal 7

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dikenakan
pajak penghasilan PPh 21 sesuai ketentuan yang berlaku
tentang perpajakan.

{21 Nilai kinerja merupakan formulasi perhitungan dari
indikator disiplin dan indikator produktivitas kerja.

(3) Penghitungan bobot nilai kinerja pegawai sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 dilakukan secara berjenjang oleh
atasan langsung.

(41 Penghitungan untuk bobot kinerja untuk Indikator Disiplin,
adalah sebagai berikut :

a. Tingkat Kehadiran di Kantor.
Dibuktikan dengan Print Out Mesin Absensi
(Fingerpnnq dengan ketentuan perhitungan
sebagaimana tercantum pada Lampiran II point 1

huruf a peraturan bupati ini;
b. Tingkat Kehadiran Apel pagi dan Sore.

Dibuktikan dengan Daftar Hadir Manual Apel pagi
dan Sore dengan ketentuan perhitungan sebagaimana
tercantum pada Lampiran II poin t huruf b peraturan
bupati ini;
Tingkat Kehadiran pada Acara/Kegiatan Kenegaraan,
Kegiatan Pemerintah Daerah, Kegiatan Keagamaan

Snti,?*Tff :fl H?X' #trTl;da saat mengikuti
kegiatan dimaksud, dengan ketentuan perhitungan

;r;?:T::1":trffiffi;i0" 
Lampiran rI poin 1

(5) Dalam memaksirnalkan pengawasan terhadap jam kerja
PNS, maka penggunaan mesin absensi fingerprint di atur
sebagai berikut :

a. Paling lambat pada jam 7.3O wita, PNS sudah
membubuhkan sidik jari pada fingerprint,

b. Paling cepat pada 72.OO wita, PNS yang akan istirahat
siang membubuhkan sidik jari pada fingerprint,

c. Paling lambat pada jam 13.OO wita, PNS sudah
membubuhkan sidik jari pada fingerprint setelah
istirahat siang,

d. Paling cepat pada jam 16.00 wita, PNS sudah
membubuhkan sidik iari oada fingerprint sebelumI
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meninggalkan kantor pada hari senin sampa dengan
hari kamis dan jam 15.00 wita pada hari jumat.

(6) PNS yang akan melaksan akan istirahat siang diwajibkan
membubuhkan sidik jari pada mesin absensi fingerprint
pada jam l2.OA wita dan jam 13.00 wita setelah selesai
melaksanakan istirahat siang. Apabila PNS tidak
menggunakan jam istirahat siang dan tetap berada di
kantor kepada yang bersangkutan tetap diwajibkan untuk
membubuhkan sidik jari pada mesin absensi fingerprint
pada jam 12.OO lrrita dan jam t3.OO wita.

(71 PNS yang terlambat membubuhkan sidik jari pada
fingerprint melebihi waktu sebagaimana yang dimaksud
ayat (5) huruf a dan huruf c, akaR dihitung jurnla"h waktu
keterlambatan tersebut dan menjadi dasar dalam
pemberian nilai kinerja pada indikator disiplin tingkat
kehadiran di kantor.

(8) PNS yang terlalu cepat membubuhkan sidik jari pada
fingerprint mendErtrului waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) huruf b dan huruf d, akan dihitung jumlah sisa
waktu tersebr.rt dan menjadi dasar dalam pemberian nilai
kinerja pada indikator disiplin tingkat kehadiran di kantor.

(9) Penghitungan untuk indikator produktivitas kerja
didasarkan pada laporan kinerja mingguan masing-masing
PNS kepada Pimpinan di unit kerjanya.

(1O) Format laporan mingguan sebagaimana dimaksud pada
ayat (9) adalah seperti yang termuat dalam Lampiran IV
pada Peraturan Bupati ini.

(11) Daftar Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c,
ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan
inengetahui Asisten yang membidangi SKPD dimaksud.

(12) Khusus untuk Kegiatan Upacara Hari-hari Besar Nasional,
Keagamaa:e dan Apel Korpri termasuk dalam ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (41 huruf c yang
dibuktikan dengan Daftar Hadir sebagaimana dimaksud
pada ayat (11) peratufan bupafi ini.

Pasal 8

(U Perhitungan nilai indikator disiplin memperhatikan kriteria
pemberian izin sebagai berikut:
a. Izin yang bersifat darurat diberikan kepada PNS yang

keluarga tetdckatnya rn€nderita sakit atau meninggal
dunia atau kejadiaan lainnya yang menyebabkan PNS
yarr'g bersanglortan harus meninggalkan kantor pada
saat itu juga dengan ketentuan maksimal 2 }.rari kerja
tanpa pemberitahuan tertulis dan pada hari ketiga yang
bersangkutan w4jib menyalnpaikan pemberitahuan
secara tertulis kepada atasan. Apabila pada hari ketiga



PNS yar:g bersangkutan belum menyampaikan
pemberitahuan tertulis maka yang bersangkutan
dianggap tanpa berita sejak hari ketiga tersebut; dan

b. rzin karena alasan lain maksimal 3 hari kerja dengan
didahului pemberitahuan secara tertulis kepada atasan.

(21 selain memperhatikan kriteria pemberian izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), maka pemberian izin karena alasan
sakit juga dapat diberikan dengan kriteria sebagai berikut:
a. rnn yang diberikan kepada pNS yang sakit mendadak

dan harus segera mendapatkan penanganan medis
untuk menjalani rawat inap dengan ketentuan
maksimal 3 har. kerja tanpa pemberitahuan tertulis,
dan pada hari keempat pNS yang bersangkutan wajib
menyampaikan surat keterangan dari dokter. Apabila
pada hari keempat pNS dimaksud belum menyampaikan
surat keterangan dokter, maka pimpinan yang
bersangkutan diwajibkan melakukan klarifikasi secara
tertulis menyangkut keberadaan PNS yang
bersangkutan yang dituangkan dalam bentuk surat
pernyataan klarifikasi kondisi kesehatan pNS tersebut.

b. lzin yang diberikan kepada pNS yang akan menjalani
perawatan medislmedical cek up di rumah sakit
maksimal 1.2 han kerja, dengan pemberitahuan tertulis
kepada pimpinan unit kerjanya d.isertai surat
keterangan dokter;

c. lzin yang diberikan kepada pNS yang sakit namun yang
bersangkutan hanya rawat jalan maksimal 3 hari dan
sesudahnya dapat diperpanjang sampai dengan 2 kali,
dengan ketentuan harus menyampaikan surat
keterangan dari dokter; dan

d. dalam har pelaksanaan izin sakit telah melampaui
kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b,
dan huruf c, maka pNS yang bersangkutan dianggap
tanpa berita/alpa.

Dokter atau paramedis yang melaksanakan tugas pada
malam hari di rumah sakit, puskesmas, puskesmas
pembantu dan polindes selama 7 x 24 ja*, dan pegawai
Negeri sipil lainnya yang melaksanakan surat perintah
Perjalanan Dinas dan/atau melaksanakan lembur melebihi
ketentuan jam kerja yang telah ditentukan sehingga
mendapat dispensasi tidak masuk kerja pada hari
berikutnya (1 hari) oleh atasan yang bersangkutan, tidak
mengurangi bobot dalam penilaian kinerjanya.
Bagi PNS yang tidak menandatangani Daftar Hadir Apel pagi
dan sore dan tidak melakukan sidik jari pada mesin absensi
(Fingeryrint) karena melaksanakan tugas di luar kantor
berdasarkan perintah pimpinan SKPD atau karena

(3)

menghadiri rapat resmi, maka tidak mengurangi

{

bobot

9
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dalam perhitungan kinerja indikator disiplin yang
bersangkutan.

(5) Bagi PNS yang melaksanakan tugas di luar kantor sebagai
mana dimaksud pada pasal 8 ayat (41 diwajibkan
melampirkan Surat Keterangan dari pimpinan yang
bersangkutan secara berjenjang.

BAB VII
PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

BERDASARKAN BE,BAN KERJA, KONDISI KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI
Pasal 9

(1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerya dianggarkan
pada anggaran belanja tidak langsung pada SKPD masing-
masing.

(2) Permintaan Pencairan Tambahan Penghasilan Beban Kerja,
Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi pada Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah harus
melampirkan :

a. Daftar Nilai Kinerja PNS masing-masing SKPD selama
satu bulan (Lampiran II);

b. Daftar Rekapitulasi Nilai Kinerja PNS selama satu bulan
(Lampiran III);

c. Daftar Rekapitulasi Jumlah Jam Keda yang dipenuhi
oleh PNS yang bersangkutan selama satu bulan untuk
pembayaran Tambahan Penghasilan bulan Januari 2OL4
sebelum penerapan Absensi Fingerprint (Lampiran VI);

d. Laporan Kinerja Mingguan PNS (Lampiran IV);
e. Daftar Cek List Keberadaan PNS (Lampiran V);
f. Print Out Fingerprint (sejak Februari sampai dengan

desember 2Ol4l;
g. Rekapitulasi Kehadiran pada saat Apel Pagi dan Apel

Sore selama satu bulan (Lampiran VII); dan
h. Rekapitulasi Kehadiran Pada Acara Kenegaraan,

Kegiatan Pemerintah Daerah, Kegiatan Keagamaan dan
Rapat-rapat di tingkat daerah (Lampiran VII!.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 1O

Tambahan Penghasilan Pegawai tetap dibayarkan secara
penuh kepada Pegawai negeri sipil yang melaksana.kan
perjalanan dinas baik dalam daerah, luar daerah maupun
luar negeri, melaksanakan tugas belajar atas biaya sendiri
dan tugas Kediklatan (DIKLAT).

Pegawai negeri sipil yang melaksanakan cuti tahunan, cuti
besar, cuti bersalin, cuti di luar tanggungan negara untuk
persalinan keempat dp seterusnya, dan cuti karena alasan

(10

(U
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(3)

(1)

(2t

{6)

{71

penting yang dilaksanakan selama lebih dauri 20 hari kerja
setiap bulannya tidak mendapatkan tambahan penghasilan
berdasarkan beban kerja.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 1 1

Pemberlakuan mesin absensi Fingerprint terhitung mulai
tanggal 1 Februari 2014,
Sebelum pemberlakuan mesin absensi fingerprint
sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), maka penghitungan
jumlah jam yang dipenuhi dan tidak dipenuhi oleh masing-
masing PNS menggunakan daftar hadir di kantor yang
ditandatangani sebanyak 4 kali setiap hari berdasarkan
pembagian waktu sebagai berikut :

a. Maksimal Jam 7.30 wita pada saat masuk kantor,
b. Minimal Jam L2.OO wita pada saat akan istirahat siang,
c. Maksimal jam 13.00 wita pada saat masuk kantor seresai

istirahat siang,
d. Minimal jam 16.00 wita pada saat selesai jam kantor

pada hari Senin sampai dengan hari Kamis dan jam
15.00 wita pada hari jumat.

PNS yang membubuhkan sidik jari pada saat jam istirahat
siang akan tetapi tetap berada di kantor maka tidak akan
mengurangi jumlah jam kerja PNS yang bersangkutan dan
kepada yang bersangkutan tetap diwajibkan untuk pulang
kantor setelah jam 16.00 wita pada hari senin sampai
dengan hari Kamis dan jam 15.OO wita pada hari jumat.
Untuk memaksimalkan pengawasan tertradap jam kerja
PNS, Pimpinan SKPD diwajibkan memonitor
penandatanganan daftar hadir dimaksud.
Apabila pada saat jam kerja PNS meninggalkan kantor
tanpa pemberitahuan kepada pimpinan SKPD atau atasan
langsung, maka mengurangi jumlah jam kerja pNS yang
bersangkutan pada hari itu.
Untuk memudahkan pengawasan dan penghitungan jam
kerja PNS setiap hari, Pimpinan SKPD atau atasan langsung
membuat daftar cek list keberadaan PNS setiap jam.
Daftar cek list sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah
sebagaimana tercantum pada lampiran V peraturan bupati
ini.
Penghitungan jumlah jam kerja yang dipenuhi oleh masing-
masing PNS selama bulan Januari 2OL4 adalah akumulasi
jumlah jam kerja setiap hari yang dipenuhi oleh PNS
sebagaimana tercantum pada lampiran VI peraturan bupati
ini. g

I

(4)

(s)

(8)

11



(e) Tambahan Penghasilan pegawai ini tidak berlaku
penerima Tambahan penghasilan Berdasarkan
Bertugas di Lingkungan pemerintah Kabupaten
Mongondow Selatan.

bagi PNS
Tempat

Bolaang

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan pembayaran Tambahan penghasilan pegawai ini
berlaku sejak Januari 2014.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal J Januari 2Ol4

f"*'

Bolaang Uki
Januari 2Ol4

,f
TAN,

Diundangkan di
pada tanggal _J

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2OI4
NOMOR 2

MONGONDOW

ONGONDOW SELATAN,

t2



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2OI4
TENTANG
TAMBAFIAN PENGHASII.AN BERDASARKAN BEBAN KER"TA,
KONDISI KER.IA DAN KELANGKAAN PROFESI BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2074.

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2014

Satuan Kerja Peranglcat Daerah
(SKPD)

Pejabat Eselon II.a (sekretaris
25.OOO.OOO,-

Pejabat Eselon II.b :

- Asisten Administrasi Umum;
- Asisten Bidang Pemerintahan;
- Asisten Bidang perekonomian

dan Pembangunan;
- Kepala Dinas PPKAD;
- Kepala Badan perncanaan

Pembangunan Daerah;
- Inspektur Daerah;
- Kepala Badan Kepegawaian

dan Diklat Daerah;
- Bendahara Umum Daerah;
- Kuasa Bendahara Umum

Daerah;
- Kuasa Penandatangan Surat

Perintah Pencairan Dana
(sP2D)

15.000.o00,-
12.500.oo0,-

12.500.OOO,-

10.ooo.ooo,-

10.ooo.ooo,-

10.ooo.ooo,-

1O.OOO.OOO,r

15.000.ooo,-

10.ooo.ooo,-

10.ooo.ooo,-
Pejabat Eselon III.a :

- Kepala Bagian Umum Setda;
- Kepala Bagian Hukum Setda;
- Kepala Bagian tata Usaha

Pimpinan Setda;
- Sekretaris DPPKAD;
- Sekretaris Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah;
- Sekretaris Badan kepegawaian

dan Diklat Daerah;
- Sekretaris Inspektorat Daerah;
- Inspektur Pembantu Wilayah I,

[, m dan IV Inspektorat
Daerah.

7.500.ooo,-
7.500.ooo,-

7.500.ooo,-
7.500.000,-

6.OOO.000,-

6.OOO.OOO,-

6.OOO.OOO,-

6.000.000,-



4. Pejabat Eselon III.b :

- Kepala Bidang pada Dinas
PPKAD;

- Kepala Bidang Fisik dan
Prasarana Umum pada Badan
Perencanaan dan
Pembangunan Daerah;

- Kepala Bidang pada Badan
Perencanaan Pembangunan
daerah;

- Kepala Bidang pada Badan
Kepegawaian dan Diklat
Daeral:;

6.000.000,-

6.000.oo0,-

4.0oo.ooo,-

4.OOO.OOO,-
5. Pejabat Eselon IV.a :

- Kepala Seksi/Sub Bagian pada
Bidang Anggaran dan
Perbendaharaan DPpKAD;

- Kepala Seksi/Sub Bagian pada
Bidang Akuntansi, Bagian
Pendapatan dan Sekretariat
DPPKAD;

- Kepala Seksi/Sub Bagian pada
Bagran Umum Setda;

- Kepala Seksi/Sub Bagian pada
Bagian Hukum Setda"

- Kepala Seksi/Sub Bagian pada
Bagran Tata Usaha pimpinan
Setda;

- Kepala Seksi/Sub Bagian pada
Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah;

- Kepala Seksi/Sub Bagian pada
Badan Kepegawaian dan Dik1at
Daerah;

- Kepala Seksi/Sub Bagran pada
Inspektorat Daerah;

4.OOO.OOO,-

3.500.ooo,-

2.500.ooo,-

2.500-ooo,-

2.500.ooo,-

ooo.ooo,-

2.000.000,-

2.O00.o0o,-
6. Staf :

- Dinas PPKAD;
- Pengelola Keuangan Bagran

Umrrm Setda;
- Bagran Umum Setda;
- Bagian Hukum Setda;
- Bagran Tata Usaha pimpinan

Setda;
- Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah;
- Badan Kepegawaian dan Diklat

Daerah;
- Inspektorat Daerah;

2.OOO.OOO,-

2.OOO.OOO,-

1.500.ooo,-
1.500.ooo,-

1.500.ooo,-

1.500.ooo,-

1.500.ooo,-
1.500.000,-

7. Administrator SIMDA yang tidak
menerima tambahan penghasilan 4.500.ooo,-

L4



berdasarkan beban kerja pada
jabatan struktural yang
didudukinya

8. Operator SIMDA, Operator
Sismiop PBB Y2 dan Operator
Agen Konsolidator BPK yang
tidak menerima tambahan
penghasilan berdasarkan beban
kerja pada jabatan struktural
yang didudukinya

3.000.000,-

8. Sekretaris Pribadi Bupati 5.000.oo0,-

9. Sel<retaris Pribadi Wakil Bupati 4.OOO.OOO,-

10. Staf Khusus Bupati (PNS) 3.500.000,-

Safiian Kerja Rumah Sakit Umum
Daerah

11. Dokter Spesialis (PNS) 25.OOO.O00,-

12. Dokter Umum dan Dokter Gigr 6.O00.ooo,-

13. Tenaga Fungsional Kesehatan
Lainnya

1.000.000,-

L4. Penata Rontgen 2.OO0.OOO,-

15. Penata Laboratorium 1.500.oo0,-

16. Apoteker 1.500.o0o.-

L7. Perawat dan Bidan 1.250.OOO,-

18. Penunjang Medis Giz1, dan
Kesehatan Ling|<ungan

1.OOO.OOO,-

L9. Tenaga fungsional lainnya l.OOO.OOO,-

Safitan Kerja Dinas Kesehatan

20. Dokter Umum Pada Puskesmas 6.OOO.OOO,-

\,.*,
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NoMoR a taHuN 2aL4
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA,
KONDISI KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KAE}UPATEN BOI,AANG MONGONDOW SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2014,

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
SKPD

Jt.

PENILAIAN KINERJA PEGAWAI
Bulan :

PEGAWAI YANG DI NILAI

Tahun :2014

I.
1. Nama
2. NrP/KARPEG
3. Gol/Ruang:
4. Jabatan

II. PENILAI
1. Nama
2. NrP/KARPEG
3. Gol/Ruang
4. Jabatan

M. PENILAIAN KINERJA

1. Dtsipttn Total Bobot 600/ol

a. Tingkat Kehadiran di Kantor (Bobot 25 %) :

DISIPLIN KEHADIRAN DI KANTOR
Kehadiran Pegawai dalam melaksankaan tugas dan kepatuhan jam
keda (Acuan Daftar Hadir/Absensi) dengan tingkat kehadiran normal
Pegawai sebanyak 7,5 jern /hari

Sangat Raiin yaitu tidak pernah tidak ha@
terlambat atau tidak pernah pulang lebih awal/cepat
Rajin yaitu tingkat kehadiran selama satu Uutan pegawai yang
bersangftutan 1 - 7,5 jam tidak hadir dengan tanpa
pemberitahuan secara tertulis
cukup r4iin yaitu tingkat kehadiran selama iatu uutan pega*e,i
yang bersangkutan 7,5 - 22 jarn tidak hadir dengan tanpa
pemberitahuan secara tertulis
Kurang rajin yaitu tingkat kehadiran selama satu bulan pegawai
yang bersangkutan 22 - 37 jam tidak hadir dengan tanpa

itatruan secara tertulis
Tidak r4iin yaitu tingfuat kehadiran selama satu bulan pegawai
yang bersangkutan 37 - 75 jam tidak hadir dengan tanpa
pemberitahuan secara tertulis
apabila secara kumulatif tingkat kehadiran selarna satu bulan
pegawai yang bersangkutan 75 jam tidak hadir dengan tanpa
pemberitahuan secara tertulis

16



1. DISIPLIN MENGIKUTI APEL PAGI DAN APEL SORE
Kehadiran Pegawai dalam mengikuti apel pagr dan apel sore

NILAI

A. Sangat Rajin yaitu tidak pernah tidak hadir pada apel pagi dan
sore

5

B.
Rajin yaitu kumulatif selama satu bulan l-2 kali tidak mengikuti
apel pagr atau apel sore dengan tanpa peberitahuan secara
tertulis

4

C.
Cukup rajin yaitu secara kumulatif selama satu
tidak mengikuti apel pagl dan apel sore
peberitahuan secara tertulis

bulan 3-4 kali
dengan tanpa 3

D.
Kurang rajin yaitu secara kumulatif selama satu bulan 5-6 kali
tidak mengikuti apel pagl dan apel sore dengan tanpa
peberitahuan secara tertulis

2

E.
Tidak rajin yaitu secara kumulatif selama satu bulan 7-8 kati
tidak mengikuti apel pagr dan apel sore tanpa pemberitahuan
tertulis

1

F. apabila secara kumulatjf lebih dari 8 kali tidak mengikuti apel
pagr dan apel sore dengan tanpa pemberitatruan secara tertulis

o

b.

c. Tingkat Kehadiran
Daerah, Kegiatan

Tingkat Kehadiran Apel Pagi dan Sore (Bobot 2A o/ol

pada Acara/Kegratan Kenegaraan, Kegiatan pemerintah
Keagamaan dan Rapat-rapat di Tingkat Daera-h. (Bobot

5o/o

1. DISIPLIN MENGIKUTI ACARA/KEGIATAN KENEGARAAN, KEGIATAN
PEMERINTAH DAERAH, KEGIATAN KEAGAMAAN DAN RAPAT-RAPAT
DI TINGKAT DAERAH.

NILAI

A.
Mengikuti seluruh kegiatan kenegaraan, kegiatan pemerintah
daerah, kegiatan keagamaan dan rapat-rapat di tingkat daerah

5

B.
Tidak mengikuti kegiatan kenegaraan, kegiatan pemerintah
daerah, kegiatan keagamaan dan rapat-rapat di tingkat daerah l
sampai 2 kali. tanpa pemberitahuan yang resmi

4

C.
Tidak mengikuti kegiatan kenegaraan, kegiatan pemerintah
daerah, kegiatan keagamaan dan rapat-rapat di tingkat daerah 3
kali tanpa pemberitahuan yang resmi

3

D.
Tidak mengikuti kegiatan kenegaraan, kegiatan pemerintah
daerah, kegiatan keagamaan dan rapat-rapat di tingkat daerah 4
kali tanpa pemberitahuan yang resmi

2

E.
Tidak mengikuti kegiatan kenegaraan, kegiatan pemerintah
daerah, kegiatan keagamaan dan rapat-rapat di tingkat daerah 5
sampai 6 kali tanpa pemberitahuan y€ulg resmi

1

F.

Apabila secara kumulatif PNS yang bersangkutan tidak pernah
mengikuti kegiatan kenegaraan, kegiatan pemerintah daerah,
kegiatan keagamaan dan rapat-rapat di tingkat daerah tanpa
pemberitahuan yang resmi

o

Y
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2. Produktivitas Kerja {Bobot 4O%l

1. PRODUTCTVITAS KERJA :

Komitmen yang tinggr dalam menjalankan tugas pokok bag
kepentingan organisasi

NILAI

A.
Mampu menjabarkan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan
pekerjaan sehari-hari yang dibuktikan dengan laporan mingguan
yang bersangkutan.

5

B.
1-3 hari selama bulan berjatan PNS yang bersangkutan tidak
menghasilkan output pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan
fungsinya

4

C.
4-5 hari selama bulan bedalan PNS yang bersangkutan tidak
menghasilkan output pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan
fungsinya

3

D.
6-7 hari selama bulan berjalan PNS yang bersangkutan tidak
menglrasilkan output pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan
fungsinya

2

E.
8-1O hari selama bulan berjalan PNS yang bersanghrtan tidak
menghasilkan output pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan
fungsinya

I

F.
Diatas lO hari selama bulan berjalan PNS yang bersangkutan
tidak menghasilkan output pekerjaan berdasarkan tugas pokok
dan fungsinya

o

A
SELATAN, /
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LAMPIRAN iIII
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2OI4
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASII.,AN BERDASARKANI BEBAN
KERUA, KONDISI KERJA DAN KEI.ANGKAAN PROFESI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPJL DI LINGKUNGAN
PEMEzuNTAH DAERAH KAtsUPATEN BOLAANG
MONGDNDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014.

DAFTAR REKAPITULASI NILAI KINERJA PNS

PERIODEIBULANT
Indikator

Disiplin Tingkat
Kehadiian pada Acara

Kenegaraan,
Keagamaan dan

I Rapat-rapat

Indikator
Produktivitas

Kerja

Indikator
Disiplin Tingltat

Keihadiran di
Kantor

Indikator
lDisiplin Tingkat
Kehadiran Apel

Nan'ralNIP.

NAMA SKPD

IKEPAI,A SKPD

Molibagu,
BENDAHARA PENGELUARAN

/

NIP.NIP.

f"*or1
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LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR € TAHUN 2014
TENTANG
TAMBAHAN PENGFIASILAN BERDASARKAN BEBAN
KERJA, KONDISI KER.IA DAN KELANGKAAN PROFESI
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PPMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014.

LAPORAN KINERJA MINGGUAN

NAMA
NIP
JABATAN
INSTANSI

NO. HARI/TANGGAL URAIAN KEGIATAN TEMPAT KEGI.ATAN KETERANGAN

1.

dst.

Mengetahui,
Kepala SKPD,

NIP.

t"'o"'

Molibagu

Yang membuat laporan,

2

BOLAANG



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2OI4
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
BEBAN KERJA, KONDISI KERJA DAN KEI.ANGKAAN
PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW SEI.ATAN TAHUN ANGGARAN 2014.

DAFTAR CEK LIST KEBERADAAAN PNS
SBTIAPJAM

Unit Kerja
Hari/Tanggal

NAMAINIP
JAM KERJA JUMLAH JAM YANG

DIPENUHI

Mengetahu,
Kepala

NIP.

w slr;N€N,/GBOLAAN
,. ,ia:,,,!

" 
1 ,!'ii1/',i ii.#
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LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR ? raHur{ 2014
TENTANG TAMBAHAN PENGHASII,AN BERDASARKAN
BEBAN KERJA, KONDISI KERJA DAN KELANGKAAN
PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014.

RINCIAN AKUMULASI JUMLAH JAM KERJA YANG DIMILIKI OLEH PNS

UNIT KERJA
BULAN

TANGGAL

Mengetahui,
Kepala

BUPATI BOLAANG W SEIATAN,

4
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LAMPIRAN WI
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
BEBAN KERJA, KONDISI KERJA DAN KELANGKAAN
PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2OL4.

REKAPITULASI KEHADIRAN PNS PADA APEL PAGI DAN APEL SORE

UNIT KERJA
BULAN

NO NAMA/NIP
?ANGGAL Jumlah Apel Pagi dan

Sore yang diikuti
Jumlah Apel Pagi dan

Sore yang tidak
diikuti

APEL PAGI APEL SORE
1 1 2 3 4 5 31 1 2 3 4 5
2
Dst

Mengetahui,
Kepala

f"uro,
ONGONDOW

5
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REKAPITULASI KEHADIRAN PADA ACARA KENEGARAAN, KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH,
KEGIATAN KEAGAMAAN DAN RAPAT-RAPAT DI TINGKAT DAERAH

i

(
\

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2OL4
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
BEBAN KERJA, KONDISI KERJA DAN KELANGI(AAN
PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2014.

T KERJA
,AN

KEGIATAN Jumlah Kegiatan
yang Diikuti

Jumlah
Kegiatan yang
Tidak Diikuti

Mengetahui,
Kepala

UPATI

J
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